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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang
berprofesi sebagai peternak sapi yang melakukan aktivitas memelihara sapi sekaligus sebagai
konsumen daging dan susu merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya
rumusan Pasal 36E UU 41/2014. Karena, Pasal 36E UU 41/2014, menjadikan
diperbolehkannya impor hewan/ternak/produk hewan/daging dari negara yang tidak bebas
penyakit hewan menular (Penyakit Mulut dan Kuku/PMK), dengan berlakunya sistem zona
dalam pemasukan ternak/produk hewan ke negara Indonesia. Importasi daging/produk hewan
yang sangat bebas tersebut mengancam usaha peternakan sapi lokal. Selain itu, adanya
wabah PMK menjadikan usaha peternakan para Pemohon terganggu dan mengalami
kerugian. Apalagi sebagai konsumen, para Pemohon juga menjadi kesulitan mendapatkan
daging dan susu yang sehat.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon
adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan
Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum perseorangan warga negara yang merasa hak
konstitusionalnya yakni hak atas kepastian hukum, hak untuk hidup serta mempertahankan
hidup dan kehidupannya, hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak atas usaha dalam sistem
perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi, dilanggar
dengan berlakunya rumusan Pasal 36E UU 41/2014. Menurut Mahkamah, para Pemohon
telah dapat menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana anggapan kerugian
yang dimaksudkan timbul karena adanya kausalitas (causal verband) antara norma yang
dimohonkan pengujian dan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon dengan hak-



hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945. Sehingga, apabila permohonan
dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti
atau tidaknya inkonstitusionalitas norma pasal dalam UU 41/2014 yang dimohonkan
pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk
mengajukan permohonan a quo.

Berkenaan dengan pokok permohonan oleh karena permohonan a quo telah jelas,
Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan
pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK.

Selain itu, sebelum menilai konstitusionalitas Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta
Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 terlebih dahulu Mahkamah akan
mempertimbangkan apakah terhadap norma a quo dapat diajukan kembali berdasarkan Pasal
60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Bahwa meskipun terdapat pasal yang diujikan sama
dengan permohonan yang telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
129/PUU-XIII/2015 bertanggal 7 Februari 2017, yakni Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, namun
permohonan a quo juga menguji Pasal 36E ayat (2) dan Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU
41/2014. Selain itu, terdapat dasar pengujian baru dalam permohonan a quo yang tidak
terdapat dalam perkara Nomor 129/PUU-XII1/2015, yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh
karena itu, terlepas terbukti atau tidaknya secara substansial permohonan a quo, secara
formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK
2/2021, dapat diajukan kembali.

Selanjutnya oleh karena permohonan a quo secara formal dapat diajukan kembali,
Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil-dalii permohonan para Pemohon
dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

1. Konstitusi telah mengamanatkan agar Indonesia menjadi negara yang merdeka dan
berdaulat termasuk memiliki kedaulatan atas ketahanan pangan. Kedaulatan dan
ketahanan pangan tidak hanya penting bagi negara dan rakyat Indonesia, tetapi juga
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kemandirian negara. Meskipun demikian, Hal
tersebut bukan pula menjadikan Indonesia tidak boleh menjadi negara pengimpor atas
kebutuhan pangannya. Importasi dapat saja dilakukan secara insidentil guna menunjang
stabilitas pangan nasional dan sepanjang tidak menghilangkan kedaulatan Indonesia atas
pangan dan ditujukan semata-mata untuk memenuhi ketahanan pangan nasional agar
kebutuhan rakyat atas pangan terpenuhi sesuai dengan standar kesehatan pangan dan
pelaksanaannya sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Ketentuan perihal impor pangan
telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pangan bahwa impor pangan hanya dapat
dilakukan apabila produksi pangan dalam negeri tidak mencukupi dan/atau tidak dapat
diproduksi di dalam negeri [vide Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012
tentang Pangan (UU 18/2012)].

2. Bahwa dengan terbuka arus importasi pangan diperlukan keseimbangan dan kehati-hatian
bagi negara dalam menentukan kebijakan impor produk hewan ternak agar sejalan dengan
falsafah perekonomian yang diamanatkan UUD 1945 yaitu diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan
dan kesatuan ekonomi nasional [vide Pasal 33 ayat (4) UUD 1945] serta dalam rangka
penguatan prinsip berdikari dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Bahwa berkenaan dengan perihal syarat pemasukan (importasi) produk hewan telah
diputus Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XII1/2015, yang
pada pokoknya mempertimbangkan bahwa prinsip kehati-hatian dan keamanan maksimal
adalah mutlak diterapkan oleh Indonesia dalam melaksanakan pemasukan barang apapun
dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu,
pemasukan produk hewan ke dalam wilayah NKRI khususnya melalui sistem zona
haruslah dipandang sebagai solusi sementara yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan
tertentu



Lebih lanjut, berdasarkan hal-hal di atas Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil
para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014, yang menurut para Pemohon telah
mengakibatkan impor daging maupun produk hewan dari negara lain yang tidak bebas
penyakit sehingga merugikan para Pemohon sebagai peternak, sebagai berikut:

a. Persoalan pokok yang menjadi alasan permohonan para Pemohon dalam permohonannya
adalah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan
Ternak dan/atau Produk Hewan dalam hal tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona
dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (PP 4/2016). Menurut Mahkamah, hal tersebut
merupakan persoalan yang berkaitan dengan penerapan norma, in casu pelaksanaan
norma dalam UU 41/2014, dan bukan persoalan konstitusionalitas norma. Seandainya pun
terdapat persoalan legalitas dan penerapan PP 4/2016 hal tersebut juga bukan merupakan
kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Dengan demikian, pokok dalil para Pemohon
berkaitan dengan berlakunya PP 4/2016 sebagai pelaksanaan Pasal 36E ayat (1) dan ayat
(2) UU 41/2014 adalah tidak beralasan menurut hukum;

b. Bahwa mengenai pemasukan (importasi) ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara
atau zona dalam suatu negara, Mahkamah pernah pula menjatuhkan putusan yaitu
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XIII/2015. Oleh karena isu
inkonstitusionalitas terhadap norma pasal yang dimohonkan pengujian para Pemohon
beserta argumentasi atau dalil yang dijadikan dasar permohonan para Pemohon secara
substansial adalah sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-
XII/2015, meskipun dengan dasar pengujian yang berbeda, namun pada hakikatnya
mempunyai esensi yang sama maka pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi
pertimbangan hukum pula untuk perkara a quo berkenaan dengan Penjelasan Pasal 36E
ayat (1) UU 41/2014. Oleh karena itu, dalil permohonan a quo tidak beralasan menurut
hukum;

c. Bahwa selain itu, mengenai kedaulatan negara atas ketahanan pangan bagi masyarakat,
Masyarakat perlu mengingatkan aspek kuantitas dan kualitas produk ternak yang
merupakan tanggung jawab pemerintah bersama-sama dengan peternak dan pengusaha
di bidang peternakan untuk saling bekerja sama menjalankan ikhtiar dan prosedur yang
memenuhi standar kesehatan ternak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan keamanan
maksimal. Demikian pula meningkatkan aspek pengawasan, baik secara internal
pemerintah maupun secara eksternal oleh lembaga DPR, terhadap pelaksanaan kebijakan
impor yang diterapkan oleh negara agar tidak merugikan kepentingan nasional khususnya
kesehatan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, berdasarkan uraian
pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap dalil para
Pemohon berkenaan dengan inkontitusionalitas norma Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2)
serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tidak beralasan menurut hukum;

d. Sementara itu, mengenai petitum angka 3 yang memohon kepada Mahkamah agar frasa
“dalam hal tertentu” dalam Pasal 36E ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat
(1) UU 41/2014 dimaknai “keadaan mendesak akibat bencana sebagaimana undang-
undang penanggulangan bencana”, menurut Mahkamah, pemaknaan demikian justru akan
mempersempit frasa “dalam hal tertentu” dalam Pasal a quo. Selain akan menutup
kemungkinan terjadinya keadaan mendesak lain, pemaknaan para Pemohon tersebut, juga
akan menutup ruang diskresi pemerintah apabila terjadi kondisi darurat yang disebabkan
hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Keadaan demikian
justru menghambat prinsip kehati-hatian sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 129/PUU-XII1/2015. Selain itu, jika pemasukan
ternak dan/atau produk hewan dari suatu negara atau zona dalam suatu negara hanya
dapat dilakukan ketika keadaan mendesak akibat bencana saja sebagaimana kehendak
petitum para Pemohon, maka hal tersebut justru akan berpotensi menyulitkan konsumen
untuk mendapatkan produk hewan ketika stoknya berkurang dan persediaan produk hewan
dalam negeri terbatas yang akan mengakibatkan harga tidak terkendali. Dengan demikian,



petitum para Pemohon pada angka 3 apabila dikabulkan justru menjadi kontraproduktif,
bertentangan dengan prinsip kehati-hatian, dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, ketentuan norma Pasal 36E
ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 telah ternyata tidak
bertentangan dengan prinsip negara hukum, tidak melanggar hak untuk hidup dan sejahtera,
tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak melanggar prinsip demokrasi ekonomi
yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tidak beralasan
menurut hukum untuk seluruhnya

Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



